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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2),
Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
telah ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

b. bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi
Usaha Pariwisata sebagaimana diubah dalam Peraturan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014
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Mengingat

tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
sudah tidak sesuai dengan perkembangan
penyelenggaraan sertifikasi usaha sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, sehingga perlu
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pariwisata tentang Penyelenggaraan Sertifikasi

Usaha Pariwisata,;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang
Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5311);
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7. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 545);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan
barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan
wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

2. Sertifikasi adalah rangkaian  kegiatan  penilaian
kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan
tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau
personal, telah memenuhi standar dan atau regulasi.

3. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian
sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung
peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan
pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.

4. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi
usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata
yang mencakup aspek produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha pariwisata.

5. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata
kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar

usaha pariwisata.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya
disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan
untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau
personal telah memenuhi persyaratan acuan.

Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang
selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata, adalah
lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi
usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Auditor Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut
Auditor adalah seseorang yang melakukan audit di
bidang pariwisata.

Sertifikat Auditor Bidang Pariwisata yang selanjutnya
disebut Sertifikat Auditor adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh lembaga pelatihan/institusi yang telah
terakreditasi oleh lembaga akreditasi berwenang dan
ditunjuk oleh Kementerian.

Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok
orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.

Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah
lembaga yang dibentuk oleh Menteri yang bertugas dan
bertanggung jawab dalam urusan penerapan Sertifikasi
Usaha Pariwisata.

Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat
KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga
penilaian kesesuaian.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau
Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kepariwisataan.
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Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk

a.

menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan
usaha pariwisata Indonesia menjadi berkualitas dunia
dengan cara menyelenggarakan sertifikasi usaha
pariwisata yang dilaksanakan oleh LSU Bidang
Pariwisata;

menata dan membina LSU Bidang Pariwisata menjadi
lembaga yang profesional dan kredibel di tingkat nasional
dan internasional untuk melaksanakan sertifikasi usaha

pariwisata.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. kelembagaan;

b. penataan;

C. pengawasan,

d. pembinaan; dan

e. sanksi administratif.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB II
KELEMBAGAAN

Pasal 4
LSU Bidang Pariwisata merupakan LPK yang melakukan
Sertifikasi Usaha Pariwisata.
LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), didirikan dengan memenuhi persyaratan:
a. berbentuk badan usaha berbadan hukum di wilayah

Indonesia;

b. memiliki tenaga auditor; dan
c. memiliki perangkat kerja.
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
LSU Bidang Pariwisata harus mendapat akreditasi KAN.
Dalam pelaksanaan akreditasi, KAN didukung oleh
tenaga teknis yang kompeten di bidang Pariwisata

dan/atau dari Kementerian.



